BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dalam bab I dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan program raskin khusunya pada proses penyaluran
raskin di Kelurahan Adiarsa Barat. Berangkat dari permasalahan-permasalahan
yang peneliti temukan mengenai Program Raskin yang sudah lama berjalan ini,
dimana manfaat penelitian bukan lagi menilai apakah program layak untuk
dilanjutkan atau tidak. Melainkan lebih kepada memberikan masukan dalam
pengambilan keputusan program raskin kedepannya. Fokus penelitian ini yaitu
kepada proses penyaluran, karena menurut peneliti peda proses ini memiliki
dampak yang cukup besar terhadap ketercapaian tujuan umum Program Raskin.
Karena pada proses penyaluran raskin tidak hanya semata-mata memindahkan
beras dari Titik Distribusi ke Titik Bagi untuk akhirnya sampai ke RTS-PM,
melainkan ada kebijakan lokal yang dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan
terkait dalam pemutakhiran data RTS-PM yang mana mereka memonitoring
langsung kondisi ekonomi, penetapan jatah untuk setiap masing-masing RTS-PM,
ketepatan kuantitas serta kualitas raskin, dan lain sebagainya dimana dapat

mempengaruhi keberhasilan tujuan Program Raskin.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V tersebut maka

dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Pada bab V
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diceritakan mengenai bagaimana proses penyaluran raskin berjalan, sehingga
dapat ditemukan celah untuk bisa mengetahui lebih dalam apa yang seharusnya
dilakukan dan tidak dilakukan guna pengambilan keputusan program kedepannya.
Untuk menilai pclaksanaan penyaluran raskin sccara mendalam, perlu mengetahui
context, input, process, dan product yang telah dicapai. Dengan menguraikan
keempat komponen tersebut, dapat diketahui bagaimana penyaluran raskin
seharusnya dilakukan dan bagaimana hasilnya untuk bisa menilai ketercapaian
tujuan umum Program Raskin. Berikut pertanyaan penelitian yang dikemukakan
dan bagaimana kesimpulannya yang telah peneliti tulis sebagai bab V dalam

penelitian ini :

Pertanyaan pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana confext dari
pelaksanaan penyaluran raskin, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam
menentukan perencanaan dan strategi apa yang harus dilakukan. Untuk
membangun context penyaluran raskin, peneliti menyesuaikan dengan apa yang
sebenarnya dibutubkan oleh kelompok sasaran. Maka dari itu untuk
membangunnya, peneliti fokus kepada keadaan RTS-PM yang akan peneliti lihat
langsung dan apa yang mereka butuhkan. Terdapat tiga indikator, diantaranya; a)
Sasaran Raskin, b) Jatah Raskin, dan c¢) Kualitas Raskin. Maka, berdasarkan hasil

analisis dalam bab V, disimpulkan bahwa :

a). Indikator sasaran raskin, yaitu mengenai kondisi rumah tangga
penerima raskin yang secara keseluruhan sudah memenuhi persyaratan RTS-PM
di dalam Pedoman Umum Raskin 2016. Mereka yang mendapatkan raskin adalah

mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin. Meskipun terdapat perbedaan
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yang terlihat apabila membandingkan rumah tangga miskin dengan yang rentan
miskin. Beberapa rumah tangga ada yang hanya memiliki satu persyaratan RTS-

PM dan mereka termasuk sebagai rumah tangga penerima raskin.

b). Indikator jatah raskin, yaitu mengenai pembagian jatah yang diterima
oleh RTS-PM sangat belum sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka
mendapatkan jatah raskin sangat sedikit, dan berharap untuk bisa diadakannya
penambahan jatah raskin. Walaupun begitu, terdapat RTS-PM yang mengatakan

bahwa cukup bahkan menyisa.

c). Indikator kualitas raskin, yaitu mengenai bagaimana RTS-PM melihat
kondisi kualitas raskin apakah telah sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
Pada kenyataannya mereka tidak terlalu mempermasalahkan kondisi beras, yang
terpenting bagi mereka adalah beras tersebut layak di konsumsi. Tetapi, terdapat
RTS-PM yang jeli menilai kondisi kualitas raskin mengatakan bahwa raskin yang

mereka dapatkan terlalu banyak menir.

Secara keseluruhan dalam membangun context, permasalahan yang paling
menonjol adalah mengenai jatah yang diterima oleh RTS-PM sangat sedikit dan
jauh dari apa yang mereka butuhkan seharusnya dalam kebutuhan sehari-hari.
RTS-PM sangat mengharapkan untuk adanya penambahan jatah raskin. Hal ini
yang sejak dahulu tidak ditemui solusi bagaimana agar jatah raskin tetap merata.
Rumah tangga sasaran sangat menyanyangkan hal tersebut bisa terjadi berulang-

ulang tanpa ada penyelesaian.
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Pertanyaan kedua dalam penelitian ini adalah mengenai apa saja yang
menjadi input dalam pelaksanaan penyaluran raskin dengan menyesuaikan dari
bagaimana context yang ingin dicapai. Untuk keberberlangsungnya penyaluran
raskin secara efektif memerlukan perencanaan dan strategi yang di buat olch para
stakeholders. Berangkat dari menentukan kebutuhan kelompok sasaran pada
komponen context, indikator yang harus dimiliki pada komponen input yaitu : a)
Sosialisasidan Monitoring, b) Sarana dan Prasarana, dan ¢) Sumber Dana. Maka,

berdasarkan hasil analisis dalam bab V, disimpulkan bahwa :

a) Indikator sosialisasi dan monitoring, mengenai apa saja upaya
stakeholders dalam berkomunikasi dan memantau langsung ke kelompok sasaran
yang dilakukan belum cukup efektif. Pihak kelurahan hanya mempercayakan dan
menyerahkan sepenuhnya ke RW/RT untuk memantau kondisi ekonomi RTS-PM
tanpa adanya samasekali campur tangan dari kebijakan Lurah. Sementara
sosialisai dan monitoring yang dilakukan Bulog dalam hal pendistribusian ke
kelurahan sudah sepenuhnya efektif, dan tanggap apabila ada permasalahan
dengan kondisi kualitas raskin langsung menukarkannya kembali. Sosialisasi dan
monitoring mengenai pengecekan kualitas raskin oleh kelurahan pun tidak

dilakukan.

b) Indikator sarana dan prasarana, mengenai apa saja yang diperlukan
terkait penyaluran raskin sepenuhnya sudah efektif Dimana pihak kelurahan
menggunakan alat angkut yang sangat efisien dari segi waktu maupun pendanaan
yaitu Becak Motor. Begitu juga dengan Bulog yang tidak ada hambatan dengan

sarana dan prasarana. Tetapi keduanya memiliki kekurangan yang sama, yaitu
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hanya pada terbatasnya sumber daya manusia guna penunjang pendistribusian dan
penyaluran raskin. Ketika Bulog mendistribusikan ke kelurahan pada waktu
menjelang siang, maka akan berpengaruh terhadap penyaluran yang akan
dilakukan bisa hingga larut malam. Prasarana yang digunakan Titik Bagi pun,
dapat dikatakan tidak membutuhkan banyak sarana dan prasarana dimana hanya

penyediaan plastik untuk membungkus beras saat dijual ke RTS-PM saja.

c¢) Indikator sumber dana, mengenai biaya penunjang penyaluran raskin
dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM yang pada prinsipnya merupakan
tanggungjawab APBD sangat tidak dirasakan. Stakeholders masih harus
mengeluarkan uang pribadi untuk proses penyaluran. Hal ini yang mengakibatkan
HTR untuk RTS-PM tidak lagi dijual Rp. 1.600,- per kg, melainkan mencapai Rp.

2000,- sampai Rp. 2.600,-.

Pada komponen imput, secara keseluruhan masih kurang cukup
memuaskan. Hanya indikator sarana dan prasarana yang dimiliki seefisien
mungkin. Untuk indikator sosialisasi dan monitoring serta indikator sumber dana
masih perlu banyak perhatian dari kelurahan serta RW/RT untuk diupayakan

sebagaimana mestinya.

Pertanyaan ketiga dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana
process yang dilakukan setelah menetapkan contect dan menentukan input,
sehingga mengetahui apa saja yang perlu dan tidak perlu untuk dilaksanakan pada
tahap penyaluran raskin. Komponen process dalam menilainya membutuhkan

keterlibatan langsung peneliti dengan hari saat penyaluran dilakukan. Di saat itu
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lah peneliti dapat melihat langsung bagaimana keseluruhan perangkat yang telah
ditentukan berjalan dengan apa adanya dan merupakan suatu kejadian yang tidak
dapat diragukan lagi keasliannya dibandingkan dengan hasil wawancara. Dalam
indikator process melibatkan indikator; a) Waktu Pelaksanaan, b) Tempat
Pelaksanaan, dan c¢) Kegiatan Pelaksanaan. Maka, berdasarkan hasil analisis

dalam bab V, disimpulkan bahwa :

a) Indikator waktu pelaksanaan, yaitu mengenai waktu yang dilakukan dari
proses pendistribusian dan penyaluran sampai kepada RTS-PM memakan waktu
yang bisa dibilang cepat dan berjalan dengan lancar. Pihak kelurahan mempunyai
prinsip, bahwa pada saat hari itu beras datang dari Bulog ke kelurahan, hari itu
juga kelurahan harus menyalurkannya ke Titik Bagi. Meskipun memakan waktu
sampai larut malam, pihak lurah tidak ingin ada beras yang menumpuk di

kelurahan.

b) Indikator tempat pelaksanaan, yaitu mengenai tempat lokasi Titik
Distribusi dan Titik Bagi pada pelaksanaan penyaluran raskin sudah sesuai dengan

Pedoman Umum Raskin dan tidak mengalami kendala.

¢) Indikator pelaksanaan kegiatan, yaitu mengenai serangkaian proses
tahapan-tahapan yang berjalan dari mulai pendistribusian yang dilakukan oleh
Perum Bulog, penyaluran ke Titik Distribusi dan Titik Bagi berjalan sangat lancar
dan tepat waktu. Hanya saja ada beberapa kondisi dimana yang sebenarnya sarana
prasarana sudah ditetapkan, pada saat penyaluran nyatanya tidak serumit yang

diperkirakan.
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Pertanyaan keempat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana
product yang dihasilkan dari pelaksanaan penyaluran raskin. Menilai sejauh mana
hasil yang didapatkan mempengaruhi terhadap ketercapaian tujun program. Pada
komponen product diukur dengan indikator 6 Tepat pelaksanaan raskin, dan
tujuan umum Program Raskin. Indikator yang digunakan dalam process
diantaranya; a) Indikator ketercapian 6 Tepat dan b) Tujuan Umum Program

Raskin. Maka, berdasarkan hasil analisis dalam bab V, disimpulkan bahwa :

a) Indikator 6 Tepat, dalam pelaksanaan penyaluran raskin di Kelurahan
Adiarsa Barat dengan melihat hasil yang dicapai dari pendapat kelompok sasaran
yaitu para RTS-PM. Di dapatkan bahwa masih ketidaktepatan mengenai Tepat
Jumlah dan Tepat Harga. Dimana jumlah yang didapatkan RTS-PM sangat sedikit
dan tidak terasakan manfaatnya, dan harga raskin yang tidak sesuai dengan prinsip

yaitu Rp. 1.600,- perKg.

b) Indikator tujuan umum program, yaitu tentang berkurangnya beban
pengeluaran RTS-PM tidak dirasakan sepenuhnya karena jatah yang mereka dapat
pun sedikit. Tetapi untuk tujuan umum lain yaitu meningkatkan akses kebutuhan
pangan baik fisik (beras) maupun ekonomi (harga beras terjangkau) dirasa sangat
memberikan peluang bagi RTS-PM untuk dapat membeli beras dengan harga

murah dan mendapatkannya dengan mudah.

6.2 Saran
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Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat diberikan peneliti untuk

pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program raskin, adalah sebagai

berikut :

Musyawarah Desa/Kelurahan seharusnya tidak hanya dilakukan secara
tertulis, tetapi harus terlaksana juga. Bagaimana Lurah dan RW/RT serta
perwakilan RTS-PM mendiskusikan mengenai keadaan ekonomi dan jatah
yang ditetapkan agar tidak ada ketimpangan. Seperti misalnya untuk RTS-
PM yang mendapatkan 7liter tetapi keadaan ekonominya bisa dikatakan
lebih baik dari yang lain agar dialokasikan kepada wilayah RW yang
mendapatkan jatah raskin hanya 4 liter.

Dengan terlaksananya musde/muskel yang dimanfaatkan dengan sebaik
mungkin dapat dengan sama-sama memprioritaskan pengalokasian jatah
raskin untuk RTS-PM yang sangat rendah ekonominya, terutama rumah
tangga yang tidak dapat menebus raskin agar bisa dibantu.

Aktor yang ada di Titik Bagi juga transparan apabila terdapat sisa beras
yang tidak dapat disalurkan, sehingga beras tidak dijual ke lain tempat,
melainkan ditawarkan kepada RTS-PM yag mendapatkan jatah raskin
paling sedikit.

Adanya penindakan dari Tim Raskin Kelurahan untuk melakukan
pemantauan ke wilayah-wilayah pemukiman RTS-PM yang sulit
dijangkau sehingga mengerti kondisi dan keadaan mereka yang layak

dibantu untuk bisa raskin dibagikan secara adil, serta melihat kondisi
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ekonomi warga yang perekonomiannya mulai meningkat tetapi masih
tetap mendapatkan jatah raskin yang cukup banyak.

Perum Bulog terutama gudang penyimanan beras, meperhatikan perawatan
terhadap kondisi beras yang sudah lama mengalami masa penyimpanan.
Sarana dan prasarana yang terdapat di Titik Bagi perlu di data oleh
kelurahan untuk dapat mengetahui apa saja yang perlu dan tidak perlu
digunakan dalam proses penjualan raskin. sehingga tidak memakan biaya
di luar tanggungjawab kelurahan.

Dalam proses penyaluran raskin agar selalu dirincikan mengenat biaya apa
saja yang betul-betul sangat diperlukan ketika proses penyaluran, agar
dikemudian hari tidak memberatkan beban kepada RTS-PM dalam
membeli raskin di luar Harga Tebus Raskin (HTR).

Program raskin memang tidak mudah untuk dilaksanakan karena sangat
melibatkan banyak RTS-PM yang harus ditangani, tetapi jika keseluruhan
aktor yang terlibat baik dari pusat maupun daerah dapat mengerti kondisi
rumah tangga yang sangat perlu dibantu akan menjadi hal mudah untuk
mengupayakan agar rumah tangga sasaran dapat benar-benar merasakan

manfaatnya.
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